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	Abstract: Indonesian economic development vision in 2025 is to create a Indonesian society which are independent, progressive, fair and prosperous. To achieve that mission, the government compile a master plan acceleration and expansion of Indonesia's economic development ( MP3EI) which include the increasing of adding value and expanding the value chain of production and distribution processes of asset management and access (potential) natural resources, geographic regions and human resources, through creation of an integrated economic activity and synergy within and between regional centers of economic growth. The concept of a region's economic growth become keyword of MP3EI has implications for human resources to support the process of innovation and providing skilled manpower. Based on approach to labor planning needs, it can be formulated in the number, type and qualification of human resources necessary for the economic development of Indonesia.
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Pembangunan nasional Indonesia berada dalam fase penting 2005-2025 yang merupakan salah satu tonggak menuju Indonesia Emas 2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 menyebutkan  bahwa visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.” Visi tersebut diwujudkan dalam tiga misi, yaitu:  (1) peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, (2) mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional, dan (3) mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation driven economy (Bappenas, 2011).

Berdasarkan visi, misi, dan strategi MP3EI, Bappenas telah menyusun rencana pembangunan enam koridor ekonomi. Tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: (1) koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”;  (2) koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”; (3) koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”; (4) koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai ‘’Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional; (5) koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”; (6) koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional.”
MP3EI merupakan rencana besar yang memerlukan dukungan dari berbagai aspek, terutama dalam segi penyiapan sumber daya manusia (SDM). Sekurang-kurangnya ada dua alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, pengembangan koridor ekonomi dalam kaitan dengan proses nilai tambah produksi memerlukan proses inovasi yang pada gilirannya memerlukan tenaga-tenaga peneliti dan pengembang teknologi. Kedua, pengembangan industri pengolahan memerlukan tenaga yang berkualifikasi dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dalam kaitan itu, MP3EI telah merumuskan program penguatan SDM seperti pengembangan program pendidikan akademik yang diarahkan pada penyelarasan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Menurut MP3EI, program akademik harus menjadi jejaring yang mengisi dan mengembangkan rantai nilai tambah dari setiap komoditas atau sektor yang dikembangkan di setiap koridor ekonomi. Demikian pula, universitas sebagai pusat riset dikembangkan secara nasional sebagai bagian penting dari pusat inovasi nasional. Pengembangan universitas sebagai pusat riset didasarkan pada prinsip integrasi, resource sharing, dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. 
Sejak diluncurkan pada 2011 hingga kini gagasan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda implementasinya. Justru yang tampak adalah lembaga-lembaga pendidikan di wilayah koridor ekonomi bergerak sendiri tanpa memikirkan keterkaitan dengan misi dan strategi MP3EI. Ironisnya di lapangan terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan kerja dengan pengangguran terdidik. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS 2012) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik  (BPS) menunjukkan angka pengangguran tenaga terdidik, seperti lulusan SMA (1,832,109), SMK (1,041,265), diploma/ akademi (196,780), dan universitas (438,210). Pada sisi lain, data BPS 2012 menunjukkan bahwa dari jumlah jumlah lowongan kerja sebanyak 326.617, yang terpenuhi hanya 227.169. Artinya terdapat cukup banyak lowongan kerja yang tidak terpenuhi antara lain disebabkan oleh ketidaksesuaian antara ijazah dan jenis pekerjaan yang tersedia. Data ini menunjukkan lemahnya dukungan SDM dalam pelaksanaan MP3EI. 
Lemahnya dukungan SDM dalam mensukseskan MP3EI juga dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Data BPS 2012 menunjukkan bahwa pendidikan tertinggi tenaga kerja usia 15 tahun ke atas didominasi pada kelompok pendidikan SMP, yaitu 20.696.605 dari 109.670.399 tenaga kerja atau sekitar 18,87 persen, dibandingkan dengan lulusan program diploma/ akademi yang hanya sebesar 3.173.516 atau 2,8 persen dan lulusan universitas sebesar 5.650.088 atau 5,15 persen.  Ditinjau dari jenis pekerjaan, sebanyak 39.328.915 dari 109.670.399 tenaga kerja atau 35,86 persen yang bergerak disektor pertanian, kelautan, dan perikanan sementara hanya 14.542.081 atau 13,26 persen yang bekerja di sector industri pengolahan.  Struktur pendidikan dan sektor pekerjaan tenaga kerja seperti seperti ditunjukkan oleh data tersebut sangat tidak mendukung munculnya inovasi produksi dan peningkatan daya saing ekonomi nasional. Berdasarkan kenyataan tersebut, diperlukan pendekatan perencanaan SDM yang lebih berfokus kepada sasaran pengembangan koridor ekonomi nasional. 
Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja

Dalam berbagai literatur manajemen dan perencanaan pendidikan, kritik terhadap ketimpangan suplai dan kebutuhan (demand) dalam struktur ketenagakerjaan di berbagai negara sudah lama dikemukakan. Namun demikian kesadaran berbagai negara untuk mendorong perencanaan yang berbasis kebutuhan ketenagakerjaan belum dipraktekkan sepenuhnya. Karena itu tidaklah mengherankan apabila masalah pengangguran tidak akan pernah terselesaikan. Dalam kasus Indonesia, persoalannya menjadi lebih serius karena struktur ketenagakerjaan dengan dominasi tenaga kerja yang berpendidikan SMP sudah pasti tidak akan mendukung pembangunan ekonomi yang menomorsatukan inovasi dan daya saing sesuai dengan misi MP3EI.

Sejumlah pakar perencanaan, seperti Adesina (1982) telah merumuskan berbagai pendekatan perencanaan pendidikan yang terdiri atas tiga: (1) pendekatan kebutuhan social (social demand approach), (2) pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan (manpower requirement planning), dan (3) analisis untung-rugi ( cost benefit analisys ). Pendekatan tuntutan social menganggap bahwa sekolah harus memberikan pendidikan untuk memenuhi harapan akan pendidikan dari masyarakat, tanpa harus melihat pada aspek kegunaan di masa depan. Pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan memandang bahwa pendidikan harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja yang dapat diprediksi dalam beberapa tahun ke depan. Pendekatan untung-rugi memandang pendididkan merupakan investasi manusia yang pada gilirannya menghasilkan tenaga produktif yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. 
Dari ketiga pendekatan tersebut, yang relevan digunakan dalam kerangka pembangunan ekonomi Indonesia ke depan adalah pendekatan kebutuhan tenaga kerja. Hal itu disebabkan karena pendekatan ini memenuhi dua persyaratan penting yang dikemukakan oleh Parmar and Makwana (2012) dan Olambo (tth) yaitu: (1) pendekatan perencanaan ini dapat meramalkan kebutuhan tenaga kerja dalam kurun waktu yang cukup jauh ke depan, dan (2) relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Selain itu, Eijs (2012) mengemukakan bahwa jenis perencanaan ini tidak hanya untuk menyediakan pendidikan untuk memenuhi bakat dan tuntutan masyarakat tetapi juga untuk menyediakan tenaga terampil yang berkontribusi bagi pembangunan ekonomi. Bahkan dengan pendekatan ini suatu negara dapat menghitung berapa jumlah tenaga terdidik yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi. Parmer dan Makwana menegaskan bahwa dengan pendekatan ini dapat dilakukan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia bagi peningkatan pertumbuhan dan diversifikasi bisnis. 
Keunggulan pendekatan ini ditunjukkan melalui kerangka model dalam bentuk persamaan yang dikemukakan oleh Parners (1962) sebagai berikut:
Lkt = (1/bks) . Yt
dimana Lkt  adalah kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan k dalam tahun t; bks adalah produktivitas tenaga kerja dengan keterampilan s; dan Yt adalah target luaran yang akan dicapai.
Selain itu, Olambo (tth) mengemukakan beberapa keuntungan pendekatan ini sebagai berikut: (1) pendekatan ini bermanfaat dalam melihat kesenjangan dan keseimbangan antara luaran pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja yang segera. Namun berbeda dengan pendekatan untung-rugi, pendekatan ini tidak memerlukan analisis statistik yang rumit; (2) pendekatan ini memberikan pedoman yang bermanfaat tentang bagaimana sebaiknya kulifikasi pendidikan yang dihasilkan lembaga pendidikan dapat dikembangkan di masa depan, termasuk proporsinya dan jenis pelatihan tenaga kerja yang dapat dilakukan; (3) analisis terhadap angka pengangguran dapat dilakukan dan dengan demikian perubahan ke arah yang sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dapat segera diupayakan.
Implikasi Bagi Perencanaan SDM MP3EI: Kasus Koridor Sulawesi

Ada dua implikasi pokok penerapan pendekatan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung MP3EI. Implikasi pertama adalah bahwa pendekatan ini layak sebagai alat analisis dalam membuat perencanaan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia, yang dalam ilustrasi ini difokuskan pada kasus koridor Sulawesi. Untuk  penerapannya perlu mengikuti langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Parnes (1962) berikut: (1) menggambarkan struktur pekerjaan dan pendidikan dalam tahun sekarang; (2) meramalkan besaran jumlah angkatan kerja pada tahun yang ditargetkan; (3) memperkirakan jenis pekerjaan menurut sektor pada tahun yang ditargetkan; (4) meramalkan struktur pekerjaan menurut sektor dan dampaknya bagi perkembangan ekonomi secara keseluruhan; (5) menerjemahkan ramalan kebutuhan pekerjaan ke dalam kebutuhan pendidikan; (6) mengestimasi suplai tenaga kerja berdasarkan kualifikasi pendidikan pada tahun yang ditargetkan, dengan catatan bahwa sistem pendidikan tidak mengalami perubahan; (7) membandingkan hasil dari dua langkah terakhir dan menghitung perubahan dalam besaran dan dalam struktur luaran sistem pendidikan yang diharapkan; (8) menghitung jumlah calon siswa/ mahasiswa yang dibutuhkan untuk mencapai target tenaga kerja yang akan dihasilkan.
Dari langkah-langkah tersebut, salah satu yang mendasar dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja adalah meramalkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan menurut sektor pembangunan ekonomi. Dengan bercermin pada koridor ekonomi Sulawesi sebagai kasus, maka dengan mudah diindentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang meliputi sektor pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, minyak dan gas, dan pertambangan. Untuk menentukan besaran jumlah tenaga yang diperlukan dapat dilakukan dengan menggunakan data dasar kebutuhan tenaga kerja sekarang menurut jenjang dan kualifikasi, dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi menurut sektor sehingga dapat dicapai jumlah yang ideal. Dengan berdasarkan pada angka pertumbuhan rata-rata nasional sebesar enam persen pada 2012, peramalan jumlah tenaga kerja dalam 10 tahun ke depan dapat ditargetkan.
Langkah selanjutnya adalah menyiapkan jenis dan kualifikasi pendidikan yang penyebarannya dapat dilakukan seperti ilustrasi berikut:
Tabel 1. Ilustrasi Jenis dan Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan
bagi Penyiapan SDM Koridor Sulawesi

	No
	Sektor Ekonomi
	Jenjang pendidikan

	
	
	SLTA
	Diploma
	Universitas

	1
	Pengolahan hasil pertanian
	V
	V
	V

	2
	Pengolahan hasil perkebunan
	V
	V
	V

	3
	Pengolahan hasil Perikanan
	V
	V
	V

	4
	Pengolahan minyak dan gas
	V
	V
	V

	5
	Pengolahan pertambangan
	V
	V
	V


Implikasi kedua adalah perlunya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jenis dan kualifikasi pendidikan yang tersedia saat ini, khususnya jenis dan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan koridor pengembangan ekonomi wilayah. Kecenderungan bahwa tenaga terdidik yang dihasilkan saat ini cenderung menghasilkan tenaga kerja yang lebih terfokus pada pengembangan sektor hulu seperti budidaya pertanian, perkebunan dan perikanan harus diubah menjadi penyediaan tenaga kerja pada sektor hilir yaitu pengolahan atau industri yang dapat mendukung inovasi dan nilai tambah ekonomi. Karena itu pendirian program studi, baik di SMK, akademi, maupun universitas hendaknya lebih didorong pada pengembangan inovasi dan teknologi.
Simpulan

Keberhasilan pembangunan ekonomi nasional untuk mencapai visi 2025 sangat tergantung pada penyediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan pengembangan koridor ekonomi kawasan. Untuk menghasilkan SDM yang demikian perlu dilakukan perencanaan tenaga kerja sesusuai dengan sektor ekonomi masing-masing koridor ekonomi. Pendekatan perencanaan kebutuhan tenaga kerja (manpower requirement planning) merupakan salah satu pendekatan yang sesuai diterapkan karena memiliki kelebihan antara lain dapat meramalkan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan dapat menentukan jenis dan kualifikasi pendidikan yang perlu dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Penerapan pendekatan ini harus dilakukan bersamaan dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja saat ini supaya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja bagi pembangunan ekonomi dimasa depan.
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